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2. tlnihmg·lIndang NomOT 13 Tahun 1950 ten tang Pernberrtiaka.n

Dacrah-ba.cl"ab Kabupatcn dalaru Liugkuugan Propinai Jawa

Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

L Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
lndones:a rabun 1945;

bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan PasallO ayat (2) Peraturan

Pernerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian
Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Repllhlik lndoneaia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun

atau Tunjangan serta Pasal 10 ayat. (2) Peraturan Pcmcrintah
Nornor 36 Tabun 2019 tem.ang Peruberian TWJjaI1~an Han Raya

Kepada Pegawai Negeri Sipil, PrajUrit Teritara Nasional Indonesia,

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara,
Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan
Han Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat
Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Grobogan;
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Nomor 5587) sebagaimaria telah diuba.h bebcrapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Hornor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan
Lembaran Negara Rejruhlik Indonesia Nornor 56791;

4. Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentaug

Pernberian Gaji, Penslun, atau Tunjangan Ketiga Betas kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pejabat
Negara dan Penerima Pensiun atau 1'unjangl'ln (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115,

Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor5888)

sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pernerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Pcrubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nornor 19
Tahun 2016 ten tang Pemberian Gaji, Pensiun, atau
Tunjangan Keriga R~IASkepada Pegawai Negeri SipiI, Prajurit

'Tentarn Naaiorial Indonesia. Anggota Kcpoliaian Negara
RepubIik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun
atau 1'unjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor6348);

S. Peraturan Pernerintah Nomor 36 Tahun 20:9 tentang

Pemberiun Tunjllngan Hari Raya kcpada Pegawai Ncgcri Sivil,

Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Pcnerirna Pensiun

dan Penerima Tunjangan (lembaran Negara Republik
lndonesia Tabun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomo,-6349);

6. Peraturan Menteri Datum Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tcntang Pemberu.ukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia 'rahun 2015 Nomor 2036) scbagairnana
Lelah diubab dcngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Mcnteri
Dalarn Negcri Nomor 80 Tahun 201!) ten lang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tabun 2018 Nomor 157);
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Dalam PeraturanBupati ini yangdimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

2. Bupati adalah Dupati Grobogan.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pernbantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam
sistem olin prinsip Negara Kesatuan Republik Indcnesia

sebagairnaria dimaksud dalam :Jndar.g-Vndang Dasar Negara
Republik Indonesia 'ranun 1945.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh
Pejabar Pembina Kepegawaian urrtuk menduduki jabatan

pemer+ntahan.

5. Pejabat Negara adalah Bupau dan Wakil Bupati.

6. Punpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Pimpinan
DPRDKabupaten Grobogan.

7. Anggota Dewan Perwa'eilan Rakyat Daerah yang aelanjutnya
disingkat Anssota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten

G.-obagan.

8. Han Rayaadalahhari raya Idul Fitri.

9. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara

tcratur kepada karyawan yang dibayarkan he-sarnaan

dengan gaji.
10. Gaji adalah halt pegawai yang ditcrima dan dinyatakan

dalain bentuk uang sebagai Irnbalan dari pemberi kerja

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal I

MEMU1'l1SKAN:

P8RATURANDUPA'I'ITENl'ANG PETUNJUKTEKNTSPEMBERlAN

TUNJANOAN HAl<1 !<AYA DAN 0AJl KETIGA BElAS BAOI

PEGAWAJ NEGERI STPrL, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KARlfPATEN
GROBOGAN.

MeneUlpkan
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(1) Tunjangan Hari Raya bag! PNS, Pcjabat Negara, Pimpinan

dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua)
bulan sebelum HanRaya.

(2) Dalam hal penghasilan : (sam) buJan pada 2 :(hla) bulan
sebelum bulan Hari RAyA sebagaimana dimaksud pada o.yat

(1) belum dibayarkan sebescr pengahasilan yang seharusuya

ditcrima karena berubahnya penghasilan, kepada yang

bcrsangkutan tetap diberikan selisih kelrurangao 1'unjangan
HariRaya.

(3) Gaji Ketiga Belas bagi PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan

Anggota DPRD diberikan sebesar penghasilan pada buJan
Juni.

Pasa13

(1) PNS, Pejabat Negara., Pimpinan dan Anggota DPRD dibcrikan

TunjangaJl Hd.1iRaya dan Gaji Kctiga Belas.
(2) PNS se oagarmana pada ayat (1) terrnasuk Cajon PNS.

(3) PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara
atau d.tugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah tidak

diberikan Tunjangan Han Raya dan (iAji Ketiga Belas,

BABH

PEMBERlAN TUNJANGAN HARI RAYADAN GAJI KE1'IUABELAS

Pasa12

kepada pegswai yang drtetapkan dan dibayarkan menurut

suatu peijaujian kerja, kesepakatan atau peraturan

perundang-undangan
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM

adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran

(PA)atau pejabat lain yAng ditunjuk untuk mencairkan dana

yang bersumber dari Dokumcn Pelaksenaan Auggaran (DPAl

atau dokumen lain yang dipersamakan;
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut

SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan Kuasa

Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran

atas beban Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah

(.".PBD)berclasarkau SPM.



5

(1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS. Pejabat Negara, Pirnpinan
dan Anggota DPRn dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh] hari

kerja sebelum tanggaJ hari reya.

(2) Dalam hal Tunjangan Han Raya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya

d.bayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3) Gaji Ketiga8elas untuk PNS, Pejabat Negara, Pirnpinan dan

Anggotp.nPRD dibayarkan pada bulan Juli.

RAR rn
PEMBAVARAN TUN,)ANCAN HARI RAYA DAN OAJI XETlGA BELAS

Pasal5

(1) SelWJIjenis penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (5), penghasilan lain yang diperhitungkan untuk
pembayaran Tunjangan Had Raya dan Gaj; Ketiga Belas bagi

PNS adalah Tambaban Penghasilan sebagaimana dian ir
dalam Peraturan Bupati yAng rnengarur mengeriai Pernberia.n

Tambahan Ptmghasilnn Bagi Pcgawai Negeri Sipil di

Lingkuugan Pernerintah Daerah.

(2) Tambahan Penghasilan yang diberikan untuk pembayaran
Tunjangan Hari Raya sebesar Tambahan Penghasilan setiap
PNSyang diterima pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya,

(3) Tarnbahan Penghasilan yang diberikan untuk pembayaran

Oaji Ketiga Belae bo.gi PNS ecocsar Tambahan Penghasilan

seuap PNS yi:lngditerima pada bulan .Juni.

Pasal4

(4) Dalarn hal penghasiJan p''II'l>'l ht.11'U1.Ji.mi scbagairnana

dimaksud pnda nyat (3) bclum dibayarkan sebesar

penghasilan yang seharusnya ditenrna karen a perubahan

penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan

selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
(5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ci::m ayat

(3) diberikan bagi PNS, Pejabat Negara, Pirnpinan dan

Anggota DPRD mcliputi gaji pokok, tunjangan keluarga,

tunjangar, jaoatan atau tunjangan umum,
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BERITA DAERAH KABUPATEIX GROBOGAN TAMUN :2019 NOMOR

MOHAMAD SUMARSONO

RRK ~"RlS D"A- H
lV\.l;>uPA1'ENGROBOG

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

Ditetapxan dt Purwodadi

pada tanggal Z~- > - ~ to
.j

Peraturan Bupatl mi rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten C1robogan.

BABV
KETENTUANPENUTUP

Pasal8

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
h. surnber pemhiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pendanaan pemberian Tunjnngan Hari Raya dan Oaji Ketiga Betas
bersuuruer dari :

Pasal 7

8ABIV
PENOANAAN

Proses Peneroitan dan pengajuan SPP, SPMdan SP2D Tunjangan

Han Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal5
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